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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peaalanan reformasi pemerintahan yang terjadi di lndonesia telah

menyebabkan pergeseran-pergeseran paradigma penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka pembentukan daerah dan pemberdayaan

masyarakat. Otonomi yang diberikan kepada daerah pada dasarnya diarahkan

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatah pelayanan, pernberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negam

Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi prinsip negara hukum mensyaratkan penyelenggaraan

pemerihtahan di daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

harus bersandarkan pada peraturan perundang-undangan' Hal ini sejalan

dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1J Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 19451 yang

dinyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk

Republik. Selanjutr:rya mengacu ketentuan Pasal 1 ayat (3J UUD NRI Tahun 1945

dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis

sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia

sebagai pemerintah nasional unhk pertama kalinya dan kemudian pemerintah

nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuar

peraturan Perundang-undangan,

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan

berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya

ada pada Peme ntah dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu,

seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir
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penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah

Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu

kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebiiakan yang

dibuat dan dilalcsanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan

nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaad<an kearifan,

potensl, inovasi, daya sain& dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan

lasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung

pencapaian tujuan nasiohal secara keseluruhan.

Selaras dengan hal tersebut di atas, otonomi daerah merupakan

perw-rludan desentralisasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat kepada

daerah dalam rangka untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana

tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan perizinan

sebagai salah satu urusan pemerintahan dalam pemenuhan pelayanan publik

tentunya harus dilakukan sesuai dengan kewenangan daerah dan sejalan

dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Publik [selanjutDya disebut UU No. 25 tahun 2009).

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif mempakan

dambaafl setiap masyarakat dimanapun mereka berada. Hal tersebut telah

menladi tuntutan masyarakat yang selama ini kurang memperoleh perhatian

dan penghormatan atas hak-haloya untuk mendapatkan pelayanan yang baik

sebagaimana diatur dalam UUD NRI TAhun 1945. Pemberian pelayanan kepada

masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Dalam pemberian

pelayanan tidak boleh tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan

diskriminasi pelayanan bagi masyarakat, Selain itu manajemen pelayanan perlu

pula mendapat pembenahan melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur,

penetapan tarif yang ielas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalarn

telcrik peiayanan, dan tersedianya tempat pengaduan keluhan masyarakat
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Qtublic comploin'), serta tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan

prosedur.l

Pelayanan perizinan yang bersandar padakonsep one roofservice system'

merupakar pengembangan dari konsep one stop serf ices system yang bertumpu

pada kepada one door serttices system. Namun demikian konsep pelayanan

perizinan tersebut tidak banyak membawa perubahan pada level bawah karena

birokrasi yang masih terlalu rumit.?

Selaras dengan latar belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik, kondisi yang kurang lebih sama iuga mewamai latar

belakang penataan penyelenggaraan perizinan sebagai bagian dari pelayanan

publik di Kota Surabaya )'ang dituangkan dalam beberapa produk hukum

daerah yakni sebagai berikut,

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentan8

Penyelenggaraan Usaha di bidang Perdagangan dan Perindustrian

[Lernbaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan

Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1];

2. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diubah

dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada hakekatnya pengaturan tentang penyelenggaraan perizinan di Kota

surabaya masih sektoral dan belum ada pengatural secara khusus dalam

produk hukum daerah, sehingga hal ini akan menimbulkan celah hukum dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1 Adrian Sutedi, Huizn Perizinon Dolom Sektor Pelatanan Publik, Sinar Gnfika, lakarta
2010, hal. 3

,Ibid-
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Dengan diundangkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 20141 membawa

pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa beberapa

perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di

daerah. Salah satu perubahan tersebut adalah perubahan kewenangan

penyelenggaraan urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan, yaitu

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Proyinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Ayat [1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan
absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan
pemerintahan umum.

Ayat [2] Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada
ayat [1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Ayat (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud
pada ayat (11 adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota.

Ayat [4J Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah
menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Ayat (5J Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat [1] adalah Urusan Pemerintahan yang meniadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam hal terdapat perubahan pengaturan pembagian urusan

pemerintaharL yang sebelumnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

tentang Pemedntahan Daerah mengatur Urusan pemerintahan dibagi atas

urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Urusan pemerintah

daerah yang dibagi atas urusan wajib dan pillhan. Adapun Urusan Pemerintah

Pusat dapat dilimpahkan sebagian urusannya kepada perangkat Pemerintah
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Pusat atau wakil Pernerintah Pusat di daerah atau dapat menugaskan kepada

pemerintah daerah. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah mengatur Urusan pemerintahan dibagi atas Urusan

absolut yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Urusan pemerintahan

konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Provinsi

dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Atas hal tersebut UU No.23 Tahun

2014 membawa konsekuensi pada perubahan kewenangan urusan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terkait dengan regulasi

eksisting penyelenggaraan perizinan di Kota Surabaya perlu dilakukan

peninjauan ulang untuk sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan

perundang-undangan di atasnya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas terkait dengan kewenangan

penyelenggaraan perizinan ini juga perlu disesuaikan dengan Undang-Undang

No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PP No. 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah, karena amanat dari peraturan perundang-

undangan tersebut dalam penyelenggaraan un$an pemerintahan daerah

Organisasi Perangkat Daerah perlu kiranya memperhatikan kesesuaian

kewenangan penyelenggaran sebagai realisasi prinsip legalitas.

Bahwa ketentuan Pasal 350 ayat (2J UU No- 23 Tahun 2014

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur penyelenggaraan pelayanan

terpadu satu pintu. Atas hal tersebut penyelenggaraan perizinan di Kota

Surabaya sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana

diatur dalam tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya No,4 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka perlu adanya regulasi produk

hukurn daerah terkait dengan penyelen8garaan perizinan

Bahwasanya dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih

dihaCapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan
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di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal

tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan unfJk menanggapi teriadinya

transformasi nilai yang berdimensi Iuas serta dampak berbagai masalah

pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat

Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh

kemajuan di bidang ilmu pengetahua4 informasi, komunikasi, Eansportasi,

investasi, dan perdagangan.

Pemerintah Kota Surabaya mempunyai kewaiiban melayani setiap warga

dan penduduk Kota Surabaya untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.

Sistem pelayanan publik dalam ranah penyelenggaraan perizinan yang didesain

dan kemudian diwadahi dalam Perda merupakan upaya membangun

kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara

pelayanan publik dengan konsepsi bahwa pelayanan publik merupakan

kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh

warga dan penduduk Kota Surabaya. Selain itu, iuga untuk mempertegas hak

dan kewajiban setiap warga dan penduduk Kota Surabaya serta perwuiuden

tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya sebagai aparatur negara. Penat2an

sistem pelayanan publik dalam suatu Perda dapat berfungsi untuk

meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai

dengan AUPB (Asas Umum Peme ntahan yang Baikl dan peraturan perundanS-

undangan yang berlaku.

Atas hal tersebut perlu adanya legitimasi dalam produk hukum daerah

mengerai penyelenggaraan perizinan di Kota Surabaya, halmana dikarenakan

ketiadaan produk hukum daerah tersebut akan menlmbulkan celah hukum

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. sedangkan pada sisi yang lain

eksisting regulasi terkait penyelenggaraan perizinan harus di-update karena

adanya peraturan perundanS-undangan yang baru yakni UU No.23 Tahtdn 2074,

UU No, 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PP No. 18 tahun

2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karenanya perlu adanya sinkronisasi dan

harmonisasi eksisting produk hukum daerah terkait penyelenggaraan periTinan
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sebagai guidance bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan tindakan

pemerintahan yang erat berkait dengan penyelenggaraan perizinan agar seialan

dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yan baik (prinsip good

g ovefiiance), serta men8hindari penyalahgunaan wewenang.

1.2. Identifi kasi Masalah

Dengan diundangkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan daerah membawa pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PP

No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa beberapa perubahan

mendasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Salah satu

perubahan tersebut adalah perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan

pemerintahan antar tingkatan pemerintahan, yaitu antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Ketiadaan produk hukum daerah terkait penyelenggaraan perizinan membawa

ko[sekuensi hukum terhadap kepastian hukum dalam penyelenggaraan

pemerintahan di Kota Surabaya.

Dengan demikian, masalah yang dapat diidentifikasi dalam kaitan dengan

Raperda Penyelenggaraan Perizinan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah urgensi pengaturan penyelenggaraan perizinan dalam produk

hukum daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan

yangbaik?

2. Bagaiamana prosedur penyelenggaraan perizinan yang berbasis prinsip

negara hukum dan prinsip demolaasi?
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1.3. Maksud dan Tuiuan

1, Adapun maksud pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Perizinan ini merupakan ledtimasi bagi Pemetintah Daerah dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dan memberikan kepasrian hukum bagi

warga masyarakat tentang wewenan& prosedur dan substansi dalam

penyelenggaraan perizinan di (ota Surabaya dalam rangka mewujudkan

pelayanan publik yang terbaik, Selain itu dengan disahkannya UU No. 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa paradigma baru

dalam penyeleng8araan pemerintahan daerah khususnya pengaturan

mengenai kewenangan dan urusan pemerintahan, sehingga keberadaan

Perda Penyelenggaraan perizihan ini merupakan peraturan pelaksana dalam

tingkat daerah yang perlu disinlconkan dan diharmoniskan dengan

peraturan perundang-undangan terkait yang lebih tinggi.

2. Tujuan dari penlrusunan naskah akademik penyelenggaraan pe zinan, (1]

mengidentifikasi berbagai permasalahan pada aspek penyelenggaraan

perizinan; [2] menBidentifikasi perkiraan implikasi penerapan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Pemerintah terhadap penyelenggaraan perizinan di daerah; dan [3J

merumuskan kebijakan mengenai kewenangan dan ruang lingkup serta

sistem penyelenggaraan perizinan.

Naskah Akademik diperlukan sebagai dasar dalam menentukan "solusi"

dalam rangka mengatasi permasalahan yang hendak diselesaikan melalui

pengaturan hukum, Dengan adanya kajian akademis yang mendasari suafir

kebijakan menjadikan pengambil kebijal<an lebih berhati-hati dalam

menetapkan solusi. Pendekatan secara keilmuan memberikan alat bantu bagl

Pemerintah untuk mengaitkan permasalahan yang ada dengan permasalahan

yang lebih luas cakupannya, sehingga lebih komprehensif dalam melihat

persoalar dan mencari pemecahan masalah. Dari berbagai alternatif solusi yang

ditawarkan dalam naskah akademilq maka naskah akademik dapat digunakan

sebagai titik anjak untuk menentukan pasal-pasal peraturan.
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1.4. Sasaran

Terbentuknya Peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizinan

yang pelyusunannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahuq

2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: mewujudkan sistem penyelenggaraan

perizinan sesuai tuntutan perkembangan dan tuntutan normatif sesuai peraturan

perundang-undangan; meningkatkan kinerja untuk melaksanakan administrasi

pemerintahan daerah secara efektif dan efesien; memiliki kepekaan dan

rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam wilayahnya dan

responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin

beragam; dan tersusunnya Naskah akademik dan rancangan peraturan daerah

tentang penyelenggaraan perizinan.

1.5. Metode

Penelitian hukum dalam naskah akademik ini merupakan penelitian Jr'uridis

normatif dengat menggunakan beberapa metode pendekatan. Metode pendekatan

yang pertama adalah statute approach,pendekatan ini dilakukan dengan menelaah

semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan

isu hukum yang sedang ditangani.3 Pendekatan berikutnya yang dilakukan adalah

conceptual approach dimana pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan

dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukuma dalam hal ini yang

berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya

peraturan perundang-undangan di tin8kat daerah.

Sebagaimana permasalahan hukum yang telah diidentifikasi, maka

penelusuran bahan hukum difokuskan kepada produk hukum perundang-

undangan di jenjang mulai Undang-undang ke peraturan di bawahnya. Selanjutnya

bahan hukum primer tersebut didukung dengat literatur-literatur, hasil-hasil

kajian, pendapatpakar, serta data-data empiris terkait dengan permasalahan.
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Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan untuk kepentingan menJrusun

penelitian ini menggunakan beberapa tahapan. Pertama, mencari peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan pokok masalah yakni pengelolaan

perparkiran. Berikutnya, prosedur pengumpulan bahan dilanjutkarr dengan

membaca, mencari dan mengkaji teori-teori dalam literatur yang menjelaskan

tentang landasan berpikir teoretis atas isu hukum yang hendak diteliti, Dalam

nenemukan alternatif solusi, pen,.usun juga melakukan analisis permasalahan

dengan metode ROCCIPI. Terakhir, peneliti mengidentiflkasi, mengaitkan, dan

menganalisa semua fakta dan bahan hukum yang didapat uhtuk kemudian

menyusun peraturan perundang-undangan.

Dalam menganalisa bahan hukum yang digunakan untuk naskah akademik

ini, penr,r.rsun menggunakan metode deshiptif analitis, yaitu merode yang

memusatkan diri pada penguraian masalah, pemaparan, penafsiran dan analisa

sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang berdasarkan pada hasil yang dapat

dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian normatif ini pula, peny,usun berusaha

untuk menjelaskan analisa-analisa yang telah dllakukarl dalam pembahasan yang

komprehensif namun mudah dipahami, pembahasan yang teoretis namun tidak

mustahil diimplementasikan agar tidak membuat semakin jauh jarak antara teori

hukum dengan praktek hukum, sehingga nantinya diharapkan solusi yang

ditemukan diharapkan dapat semakin mendekatkan fakta yan8 ada dengan solusi

yang apl,katif yang dapat diterapkan dalam praktek kepemerintahan di daerah.

Secara garis besar proses penjrusunan Peraturan Daerah meliputi tiga tahap yaitu:

a. Tahap konseptualisasi

b. Tahap sosialisasi dan konsultasi publik

c. Tahap proses politik dan pemantapan.
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BAB II

MJIAN TEORITIS DAN PRAKTI( EMPIRIS

2.1. l(ajian Teoritis

Bahwa landasan teoritik dalam penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah rentang penyelenggaraan perizinan ini berpijak pada beberapa konsep

teori yang ,.alani sebagai berikut,

A. Kaiian Teori dari Konsep Negara Hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum (recftBraaf].

Syarat-syarat rechtsstate yang dikemukakan oleh Burknes.et.al., yang dikutip

Philipus M. Hadjon dalam tulisannya tentan8 Ide Negara Hukum dalam Sistem

Ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

i] Asas legalitas, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan atas
adasar peraturan perundang-undanga\ (wetterlike grodslog). Derrlan
landasan ini, undang-undang dalam arti formal dan UUD sendiri
merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini
pembentuk undang-undang merupakan bagian penting negara hukum.

2] Pembagian kekuasaan: syarat ini mengandung makna bahwa
kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada sahr tangan,

3] Hak-hak dasar (grondrechsten)i hak-hak dasar merupakan sasaran
perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan
pembentukan undang-undang.

4) PenBawasan Pengadilan: bagi ralryat tersedia saluran melalui
pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak
pemerintahan (rechtmatigheids toetsing )s.

Atas hal tersebut sebagai implementasi dari negara hukum Pemerintah

perlu memperhatikan hak-hak dasar warga masyarakat untuk mendapatkan

pelayanan publikyang terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

5 Philipus M }Iadjor., Ide Negaia Huku'a,., haf.4
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B. Kaiian Teori dari Konsep Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,

kabupaten dan kota itu mempunyai pemeriniahan daerah yang diatur dengan

undang-undang [Pasal 18 ayat [1] UUD NRI Tahun 1945J

Konsepsi eenfieidsstaat di dalam Pasal 1 juncto Pasal 18 UUD 1945

menegaskan bahwa asal kekuasaan dan kekuasaan tertinggi ada pada negara,

y.ang dalam pelaksanaannya kekuasaan tersebut didesentralisasikan kepada

daerah untuk mengelola sebagian urusan pemerintahan menjadi urusan rumah

tan8ganya sendiri, atau dengan kata lain pemerintahan daerah merupakan sub

sistem Cari hierarkhi kepemerintahan negara.

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Pasal 1 Undang-Undang Dasar Ne8ara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan ,-ang
berbentuk republik. Konsekuensi logis set agai Negara kesatuan
adalah dibentularya pemerintah Negara lndonesia sebagai
pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian
pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal iB
ayat [2) dan ayat (5J Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemedntahan Daerah berwenang untuk
rriengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menumt Asas
Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-
luasnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan

pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas

pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-

luasnya dalam alti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus

semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah

memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan

pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat

yang betuiuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan urusan

penyelenggaran pemerintalan yang menjadi kewenangannya.
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Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 8
Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Pusat kepada daerah otolom berdasarkan Asas Otonomi.

Pasal 1 angka 9
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu,
dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung
jawab urusan pemerintahan umum.

Pasal 1 angka 11
Tugas Pembantuan adalah penugasah dari Pemerintah Pusat kepada
daerah otonom unfuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah
Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
provinsi.

I,lenurut konsep desentralisasi, desentralisasi dapat dilaksanakan dengan

dua cara, yakni devolusi dan dekonsentrasi. Devolusi oleh A.W Bradley dan K.D

Ewing didefinisikan sebagai sebagai "the delegation of central government

powers without the relinquishment of sovereignty.6 Ber,fik devolusi ilrilah yang

biasa disifilahkan desentralisasi, dengan pengertiarI sebagai penyerahan kepada

atau membiarkan satuan pemerintahan yang lebih relrdah mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan tertentu. Adapun dekonsentrasi dipahami

sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau juga

kepala instansi vertikal tingkat atas kepada pejabat bawahannya di daerah.T

Atas hal tersebut urusan penyelenggaraan pe zinan mempakan

pelaksanaan dari asas desentralisasi dan tugas pembantuan dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini daerah diberikan

kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di Iuar yang

6 Phjlipus M. HadJo,.., el.al., Pengorltar Hukum Administo-si. cetakan
ketujuh, Gadjahmada University Press, Yo$/alarta, 2o0 1 . hal 1 12 - 1 1 3.

, Ibid.
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menjadi urusan pemerintah sesuai dengan urusah penyelenggifan

pemerintahan yang menradi kewenangannya,

C. Katian Teori dari Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah dengan paradigrna pemahaman otonomi sebagai

kemandirian daerah untuk menentukan nasib dan urusan rumah tangganya

sendiri, dengan berpijak pada kearifan budaya bangsa yang tersimbolkan oleh

Pancasila sebagai dasar negara. Secara spesifik Suko Wiyono dengan menukil

pandangan Logemann menyatakan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan

bergerak yang diberikan kepada daerah otonom dengan tuluan memberikan

kesempatan kepada Daerah untuk mempergunakan prakarsa sendiri dari segal

amacam kekuasaannya, untuk mengurus kepentin8an umum (pendudukJ.s

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 6

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 7.

Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintalan
Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Suatu daerah yang otonom adalah daerah yanE self government self

suficiency, self outhoity, dar. self regulation to its laws and affars dari daerah

lainnya baik secara vertikal maupun horisontal karena daerah otonom memiliki

qctual independence.e

Sedangkan arti dari daerah otonom itu sendiri dengan mengambil

pemikiran yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang

3 Strko Wiyono, Otonomi Daeroh Dalam Negara Hukum Indonesia
(Pembentukan Perd.a Pa,tisipatiJ, Faza Media, Jakarta, 2006, hal. 31

q Sanrndajang, Anls BaLik Kekunsaan I\sat ke Doerah, hrstal<a Sinar
Harapan, Jakarta, 2002, hal.35
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Pemerintahan daerah dinyatakan bahwa, Pasal 1 ayal (12) dipahami sebagai :

"kesotuan mo$tarokat hukum yang mempunyai batos-batas wilayah yang

berwenong mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingon

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirosi masyorokot

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.." Beranjak dari konsepsi

undang-undang di atas, maka kewenangan otonomi pada daerah harus

dipahahi sebagai kemandirian dan kebebasan sub sistem dari negara kesatuarl

bukan kemerdekaan.lo

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
provinsi" kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu Ne8ara mengakui dan
menghormati satuah-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-
hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia. (Pasal 1B B ayat (1J dan ayat (21 UUD NRI Tahun 1945)

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa

pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daeroh diarahkan untuk

mempercepat tetwujudnya kesejahteraan maslorakat melalui peningkatan

pelayona4 pemberdayoan, dan peran serta masyarokat. Di samping itu melolui

otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Doerah diharapkon mampu

meningkdtkon daya saing dengan memperhotikan pinsip demokrasi,

pemerataaL kead an, keistimewaan dan kekhususan serta potensi ilan

keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Dalam hal ini kewenangan otonomi pada daerah harus dipahami sebagai

kemandirian dan kebebasan sub sistem dari negara kesatuan, bukan

kemerdekaan. Halmana dikarenakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya

kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta

ioPhilipus. M. Hadjon, Sistem Penbagian Kekua-salan Negora (Analisis Huklln
Tata Negaral Y\Jfid1ka, Volume 14, No. 6, Surabaya, t999,}ra[.4O7-474.
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masyarakat serta dengan memperhatikan prinsip demolo.asi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan dall kekhususan serta potensi dan keanekaragaman

Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Kaiian Kewenangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan

lzin merupakan salah satu tindakan pemerintah yang menjadi sarana

pengendalian terhadap tingkah laku warga, oleh karena itu sebagai tindakan

pemerintahan izin hams memenuhi asas keabsahan, Salah satu asas keabsahan

yang harus dipenuhi adalah wewenang. Ruang lingkup penggunaan wewenang

itu memiliki 3 (tiga] elehen, yaitu :11

a. Mengatur

Kewenangan mengatur berkaitan dengan tu8as pemerint2h daiam

mejalankan fungsi mengatur, sesuai dengan fungsi tersebut kewenangan

pemerintah mengeluarkan izin digunakan untuk mengatur tingkah laku

warga agar aktivitas warga tidak menganggu warga lain.

b. Mengontrol

Kewenangan melakukan kontrol terhadap kehidupan masyarakat sangat

berkaitan dergan tugas pemerintah yarlg berhubungan dengan tugas

mengatur dengan mengadakan pembatasafl-pembatasan tertentu kepada

aktivitas masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun bidang politik

Kewenangan mengonhol dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih terarah

dalam melakukan aktifitas, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan-

ketentuan laralgan atau perintah yang diberikan oleh pemerinrah

berdasarkan peraturan hukum yang ada. Dengan demikian dalam

menetapkan izin sebagai sarana yang digunakan untuk mengendalikan

aktif,tas masyarakat tidak hanya berhenti dalam menetapkan izin saja,

tetapi pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan kewenangan

mengontrol agar izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan persetujuan

tersebut

Lr Tatrk Sri Djatniati, Pr"nsip lzin Industri di Indonesla, Disertar Prograrn
Pascasarjda Universitas Airlanggaa, Suiabaya, 2004, h. 75
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c. Pembe an sanksi/penegakan hukum

kewenangan untuk memberikan sanksi sangat dominan dalam bidang

hukum administrasi oleh karena itu tidak ada manfaatrya bagi pejabat

pemerintah dilengkapi kewenangan mengatur dan kewenangan mengontrol

tanpa ada dilengkapi kewenangan untuk menerapkan sanksi. Di dalam

menjalankan fungsi mengatur diperlukan sarana "pemaksa". Agar aturan-

aturan hukum ayng dibentuk dipatuhi oleh warga masyarakat. Demikian

hanya dengan kewenan8an menetapkan izin sebagai kewenangan mengatur

yang dimiliki pemerintah tidak akan ada manfaatnya tanpa ada kewenangan

mengontrol dan kewenangan penegakkan hukum,

Wewenang sebagai salah satu asas keabsahan bagi pemerintah dalam

melakukan tindakan pemerintah merupakan konsep inti dalam Hukum Tata

Negara dan hukum AdrDinistrasi sebagai hukum publik Wewenang lazimnya

dideskipsikan sebagai kekuasaan htiotm (rechtsmachf_/, sehingga wewenang

senantiasa berkaitan dengan kekuasaan (negara]. Wewenang sekurang-

kurangnya terdid atas 3 komponen, yaitu I

a. pengaruh

b, dasar hukum

c. konformitashukum.l2

Komponen pengaruh berarti penggunaan wewenang dimaksudkan untuk

mengendalikan perilaku subyek hukum. Dalam pelaksanaan tvewenang untuk

menetapkan digunakan sebagai sarana dalam memperngaruhi masyarakat

untuk menjalankan cara-cara ajmg ditetapkan peme ntah aagar mencapai

tujuan tertentu berupa pengendalian terhadap aktifitas seseorang.

Komponen dasar hukum bermaloa setiap wewenang harus selalu dapat

ditunjuk dasar hukumnya sebagai realisasi dari asas legalitas. Dengan demikian

setiap kewenangan untuk menetapkan izin harus diatur dalam peraturan

perundang-undangan tertentu, yaitu dalam figur hukum yang mendapat

, Philipus M Hadjol, Tentatlg WeuEnang,y]uridika, Surabaya, t99O
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persetujuan wakil rakyat IUU dan Perda) karena izin merupakan pembataan

terhadap hak asasi manusia yang digunakan sebagai sarana pengendalian.

Komponen konformitas hukum beresensi adanya standard wewenang,

baik standard umum untuk semua jenis wewenang maupun standard khusus

bagi jenis wewenang tertentu. Standard ini dimaksudkan agar dalam penetapan

lzin, pemerintah memiiiki pedoman dan ukuran, sehingga pemerintah tidak

akan melakukan tindakan yang sewenang-wenang.

Kewenangan membuat keputusan (izin) hanya dapat diperoleh den8an

dua cara yaitu den8an atribusi dan delegasi, Atribusi adalah wewenangan yang

melekat pada suatu iabatan [Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1985 jo UU No.

51 Tahun 2009 menyebutnya : wewenang yan8 ada pada badan atau pejabat

tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenan8yan8 dilimpahkan],ll

E. Ituiian Teori dari Keabsahan Wewenang Tindakan Penyelenggaraan

Perizinan

Pada dasarnya berbicara mengenai keabsahan wewehang tindakan

pemerintahan dalam pembentukan, penghapusan dan penggabungan

kecamatan ini erat kaitannya dengan penggunaan kekuasaan dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Dalam ranah kajian Hukum Administrasi

pembahasannya menggunakan pendekatan kekuasaan dimana pemerintah

menyelenggarakan pemerintahan didasarkan pada kewenangan yang

Cimilikinya.

Pendekatan kekuasaan berkaitan delgan wewenang yang
diberikan menurut Undang-undang berdasarkan asas legalitas
atau asas rechtmatigheid. Pendekatan ini menentukan kontrol
atau pengah,asaD terhadap penggunaan kekuasaan. Dalam hal ini,
ierdapat pelanggaran atau penyimpangan dalam penggunaan
kekuasaan pemerintah, maka tanggung gugat negara dilakukan
atas dasar rechtmatigheid atau asas legalitasla

'3 Ph ipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesta, cajaf]
Mada Univercity Press, h. 13o
la S; Olatmiati, 'latiek- Faute ?ersonetle da\ Faute De Se.vice Dala Tang*ng Gugdt Nelou,

YundikA, Vol 19 No.4, Juli 2004, hal. i53
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Berbicara mengenai batas-batas kewenangan ini erat kaitannya dengan

ruang lingkup keabsahan ( rechtmatigheid J yang metiputi i wewen.rng,

prosedur don substansr:. Mengenai wewenang ini telah dibahas di atas,

Mengenai prosedur bertumpu pada asas negara hukum dalam

prosedur, asas demolaasi dalam prosedur, dan asas inslrumental.ls

Sedangkan substansi ini erat kaitannya dengan kekuasaan pemerintahan yang

berisi pengaturan dan pengendalian kehidupan masyarakat, dibatasi secara

substansial,l6

Untuk mengetahui ketidakabsahan tindakan pemerintahan tersebut

maka perlu kiranya ditentukan alat ukurnya. Menurut Philipus M. Hadjon

sebagai norma pemerintahan yang berfungsi sebagai alat ukur keabsahan

tindak pemerintahan adalah pettama, peraturan perundang-undangan (hukum

tertulis), keduo, Asas umum pemerintahan yang baik IAUPB).17

Dalam hal ini penentuan batas-batas kewenangan penggunaan kekuasaan

didasarkan pada asas negara hukum Jrang dikenal dalam kepustakaan Belanda

dengan asas rechtmatigheid van besfuur atau lebih tepat diterjemahkan dengan

asas keabsahan dalam pemerintahan.ln

Hukum Administrasi sebagai hukum publik dilandaskan pada prinsip-

prinsip negara hukum [rechasraat), prinsip-prinsip demolaasi dan sesuai

dengan konsep dasar Hukum Admlnistrasi sebagai instrumen yuridis Uuridrscie

instrumenten), Hukum Administrasi iuga mengandung karakter insrrumental

tinstrumenteel karokter). ladi landasan utama hukum administrasi [de

grondslogen von het administratieve recht ) adalah asas negara hukum, asas

demolcasi, dan asas intrumental.ls

Berkaitan dengan hal tersebut di atas batas'batas kewenangan

pemerintah daerah dalam pembentuka4 penghapusan dan penggabungan

'5 M. Hadjon Philipus, ,(1d silikasi dan identfikasi Cacat vutidts dalon Bidans Iata Usaha Neson,
Dsampaikafl saat L:uliah umum HUL:um Adminish'asi di FH Unair, Surabaya" 2006, hal. 4.

'n rbid

'' rbid, hai. 5
rB M. Hadjoi Pin[pns, ]"e menntuhan Merurur Hukun (Wel en Rechtdahg B6tuut) najttdh

Yuidika Fakulu Hukum Universrtas Airlangga, Suabaya, 1993, hal.5.i'H.D van wijk en willeft Konijnenbel! Op.cn, hal. 35.
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kecamatan ini erat kaitannya dengan ruang lingkup keabsahan

{ rechtmatigheid I yang meliputi i wewenqng, prosedur don substansi.

Mengenai wewenang ini telah dibahas di atas. Sedangkan substansi erat

kaitannya dengan kekuasaan pemerintahan yang berisi pengaturan dan

pengendalian kehidupan masyarakat, yang dibatasi secara substansial. Dalam

hal ini untuk mengidentiflkasi keabsahan wewenang tindakan pemerintahan

dalam pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dengan

parameter pertamo, perar|)ran perundang-undangat. Kedua, Asas Umum

Pemerintahan yang Baik (AUPBI.

F. Kaiian Teori dari Konsep Pelayanan Publik

Istilah pelayanan berasal dari kata "layan" yang artinya menolong

menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan

melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan

secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan

dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010i31. Pelayanan adalah proses

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung [Moenir,

2006t76-17). Membicarakan pelayanan berarti membicarakan suatu proses

kegiatan yang konotasinya lebih kepada hal yang abstrak ontangiblel.

Pelayanan adalah merupakan suatu proses, proses tersebut

rnenghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan, yang kemudian diberikan

kepada pelanggan. Beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai

pelayanan diantaranya adalah Moenir (Harbani Pasolong 2007:128). Harbani

Pasolong [2007:4], pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai

aktivitas seseoran& sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun

tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan Hasibuan mendefinisikan

peiayanan sebagai kegiatan pemberian jasa dari satu pihak ke pihak lain,

dimana pelay.anan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah

tamah dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan

kepuasan bagi yang menerima.
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Pelayanan Publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh aparahrr

pemerintahan kepada masyarakaL Untuk itu pelayanan tersebut sangat

diten[ukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan. Sejauh mana pelay,anan yang

diberikan kepada masyarakat dapat teiangkau, mudah, cepat, dan efisien baik

dari sisi waktu maupun pembiayaan.

Menurut Undang-Undang No, 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 1 angka 1
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap war8a negara dan penduduk atas
barang jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
peryelenggara pelayanan publik

Pasal 1 angka 5
Pelaksana pelaFnan publik adalah peiabat, pegawai, petugas, dan
setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang
lleriu8as melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan
publik. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggaran peiayanan
publik itu sendiri adalah setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-
undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang
dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik20.

Serkaitan dengan pejabat [orang/aparat] pelaksana kekuasaan

peme ntahan dalam pelayanan publilq Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koiusi

dan Nepotisme pada Pasal 1 angka 1 menyataka[ bahwa,

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang men;'alankan funBsi
eksekutil legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan
tugas pokolarya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan antar Penyelenggara Negara harus dilaksanakan dengan menaati

norma'norma kelembagaan, kesopana4 kesusilaan, dan etika yang

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan tersebut

,. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang PeLayanan Plrblik,
(Ifmbaran Nesara Republrk Indonesra Taiun 2009 Nomor 112), Pasal 1 angka 2
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tetap berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggara negara dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik,
maka penyelenggara negara selain berpegang pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, pejabat/aparat pelakana kekuasaan
pemerintahan juga berpegang pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang
Baik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ataupun pelayanan publil!
telah terdapat prinsip-prinsip pemerihtahan yang baik (AUPB)
disamping landasan pemturan perundang-undangan2i.

Sistem peme ntahan yang layak (good governance) yang terwujud
dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih, transparan,
partisipatil dan yang memiliki akuntabilitas publik, merupakan hal yang
sangat rnenentukan berfungsihya supra struktur daD infra struktur
politik sesuai dengan ketentuan hukum,.ang dibuat secara demokratis.22

Pelayanan pv,bllk Qtublic service) menentukan tindakan-tindakan

yang tepat bagi para pegawai dan para mehteri seperti halnya hal yang

sama yang ada dalam pemerintahan daerah dan badan-badan swasta.

Dalam sistem hukum administrasi Prancis, pelaksanaan fungsi pelayanan

publik (missron de service publicl dilandasi oleh Rollan principles yang

meliplJtl continueq adaptabilitiy, equalily, don neutraliry23 .

1. Continueity
Adalah kontinuitas dalam ketentuan hukum tentang
pelayanan, mengikuti tindakan yang diperlukan dalam
kepentingan publik, Apabila hal tersebut benar-benar
mempakan kepentingan publi( masyarakat diberikan
pengharapan bahwa pelayanan publik telah tersedia.

2. Adaptabiliy
Adaptability mensyaratkan bahwa pejabat pemerintah harus
dapat merubah spesifikasi pelayanan sesuai dengan
perubahan-perubahan kepentingan publik. Dalam
pedanjian-perjaniian privat, kesucian kontrak atau

rr Ibid, h. 41

:2 BPHN, Seminar Hukum Nasional ke \41 tentang Reformasi Hukurtr
Menuju Masyarakat Madani, Jakarta, 12-15 Oldober 1999, hal. 6.

13 Lc.cit, h.3i
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persetujuan-persetujuan adalah nilai-nilai yang dominan,
dan ini berarti bahwa merubah suatu kontruksi kontrak atau
suatu persetujua pelayanan harus dibuat berdasarkan
kesepakatan. Dalam hukum publik, kepentingan publik
adalah yang paling utama, sehingga persyaratan-persyarata[
tentang hal tersebut dapat dipaksakan pada kontraklor.

3. Equality ofusers
Adalah aspek umum ketat"negaraan mengenai prinsip
persamaan dalam pelayanan publik. Dalam hal suatu
rindakan dilakukan atas barang-barang yang
keseluruhannya adalah barang publik, dan semuanya
relevan dengan publik harus meng-akses pada persamaan
pelayanan dan diperlakukan secara sama untuk itu.

4. Neutrality
Netralitas merefleksikan cara ne8ara liberal yang tidak
sekadar mencari untuk menentukan idea kehidupan yang
baik bagi warga negara tetapi lebih jauh lagi adalah untuk
memfasilitasi pilihan tetnang perbedaan cara hidup.

Menurut Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 1 angka 2
Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskanl
a- kepentingan umum;
b. kepastian hukum;
c. kesamaan hak;
d. keseimbangan hak dan kewajiban;
e. keprofesionalani
i partisipatifi
g. persamaanperlakuan/tidakdiskriminatifi
h, keterbukaaU
i. akuntabilitas;
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. ketepatan waktu; dan
L kecepatan, kemudahaE dan keterjangkauan.

Dengan Pendekatan fungsionaris dapat diidentifikasi mengenai

aparat/pelaksana pelayanan publik, baik dari segi perilaku, kompetensi,

maupun jumlah personel. Hal tersebut ditujukan agar dalam pelaksanaan

tindak pemerintahan tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan
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yang Baik Oleh karena itu, Administrasi Kepegawaian dan Standar

Pelayanan bagi penyelelggaraan pelayanan publik merupakan hal yang

penting. Administrasi kepegawaian dikembangkan dengan tujuan:2a

a. Peng8unaan secara efektiftenaga kerja manusia;
b. Tercipta, terpelihara serta terkembangkan hubungan kerja yang

memberikah suasana kerja yang menyenangkan individiu yang
bekerja sama;

c. Tercapainya perkembangan yang maksimal bagi masing-masing
individu yang bekerjasama tersebut.

Efektif memiliki arti tercapainya sasaran yang diinginkar, yakni
masing-masing individu pegawai memiliki kemampuan dalam
menyelesaikan tugas-tugasnya serta efisien dalam pelaksanaan tugas
itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa "efisien" berlangsung setelah
"efektivitas" terjadi,2s

Daiam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik disebutkan pada Pasal 21, Standar penyelenggaraan Pelayanan

Publik sekurang-kurangnya meliputi komponen berikut ini:

a. Dasar hukum;
b. Persyaratanj
c. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
d. Jangka waktu penyelesaian;
e. Biaya/tarif;
f. Produk pelayanan;
g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
h. KompetensiPelaksana;
i. Pengawasaninternal;
j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
k Jumlah pelaksana;
l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan

djlaksanakan sesuai dengarI standarpelayananj
m. Iaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk

komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, cian
risiko keragu-raguan

,aH.AW. Widjaja, Adminjstrosi Kepegau)aian Su,, Perqantar, Rajawali
Perc, Jakana, i990, h. 16

rs lbid, hal. 17
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Keberadaan pemerintahan dari mula ada hingga saat ini tidak lain

ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya, yakni

keamanan, keserahteraan, kesehata4 pendidikan dan pelayanan publik

Kewajiban pemerintah tersebut secara jelas dan tegas diamanatkan dalam

Kcnstirusi UUD 1945 [pasal 2B-34J.26

Fun8si pokok birokrasi adalah menjamin terselen8garanya kehidupan

negara dan menjadi alat masyarakat dalam mencapai tujuan negara. Untuk

nelaksanakan fungsi itu, birokrasi pemerintah setidaloya memiliki tiga fungsi

pokok, yakni :27

1. Memberikan pelayanan publik baik yang bersifat civil servi.e maupun
civic servicq seperti memberikan pelayanan perijinan, pembuatan
dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pendidikan,
kesehatan, air bersih dan sebagainya.

2. Melakukan pemberdayaan (empowerment') terhadap masyarakat untuk
mencapai kemajuah dalam kehidupan yang lebih baik, seperti melakukan
pembimbingan, pendampinga4 konsultasi, menyediakan modal dan
fasilitas usaha,

3. Menyelenggarakan pembangunan (developnent) di tengah masyarakat
seperti membangun infrastruktur pembangunan, telekomunikasi,
perdagangan dan sebagainya.

4. Menyediakan perangkat hukum untuk menciptakan ketertiban dan
kepastian hukum.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama

bagi pemerintah. Dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta perlakuan

yang berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi pelayanan bagi masyarakat.

Selain itu manajemen pelayanan perlu pula mendapat pembenahan melalui

keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan

terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan, dan tersedianya

26 Sljkalwo , PenAaiaman Refonnzs,i Birok,usi Di Jawt Timur Ketldola dnn
lnoua-si, Makalah disampaikan pada forum dia.log Perencanaan Pembangunan
Hukum Nasional Bidajrg Hukum Administrasi Negara, diselenggarakan oleh Badan
Peinb,naan Hukun Nasional, di Hotel JW Marriott Suabaya, tanggal 14 s/d 16
Mei 2007, hal 4

r? Ibid, hal 5



tempat pengaduan keluhan masyarakat @ublic complain), serta tersedianya

sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.2s

Atas hal tersebut diperlukan perubahan paradigma pelayanan publik

sehingga tercipta prosedur pelayanan publik yang murah, cepat dan jelas sesuai

dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik

G. Kaiian Teori dari Konsep Peran Serta Masyarakat

Sistem partisipasi rakyat pada dasarnya adalah sebuah sistem partisipasi

daiam penyelenggaraan pemerintahan yang harus didahului oleh adanya

keterbukaan pemerintah. Dalam pemikiran M.C. Burkens yang dituangkan

dalam bukunya "Beginselenvon de democratkche rechtstaar" dinyatakan bahwa

keterbukaan sebagai salah satu syarat minimum demokrasi. Secara lengkap

tentan8 syarat minimum demokrasi adalah :2e

a- Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam
pemilihan yang bebas dan rahasia

b. Pada dasarnya setiap orang mempunyaihak untuk dipilih;
c. Setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan

berpendapat dan berkumpul;
d. Badan perwakilan ralgaat berpengaruh dalam pengambilan

keputusan melalui sarana (mede) beslissingsrecht (hak untuk
memufus) dan atau melalui wewenang pengawasan.

e. Asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan datr sifat
keputusan yang terbuka;

i Dihormatinya hak-hak minoritas.

Berdasar pada pemikiran Burkens, maka keterbukaan adalah sebuah

conditio sine quanon bag], penyelenggaraan pemerintahan yang demolaatis.

Tidak adanya pemerintahan yang terbuka, maka tidak ada pemerintahan ,.ang

23 Ad.ian Sutedi, Op clth .3.

?q Phiiipus NI Hadjan, Pe.lindungan Hukum Bagi RahAat di lrldonesia, PT.
Bna l1mu, Surabaya, 79a7, ]aa1.l.
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demoi<ratis. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Ibrahim F.I. shihata (saat

menjabat sebagai General Counsel dari Bank Dunia) mengemukakan empat

unsur pemerintahan yang dalam proses pembuatan keputusan tidak sewenang-

werang, yaitu :30

a. Governance by rule [pemerintahan berdasar hukum];
b. AccountabiliLy (perta n ggu ngjawabanl
c. Tronsporoncy {lransparan);
d. Pcrticipafion [partisipasi)

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

keterbukaan pemerintah dan partisipasi adalah syarat mudak te4adinya system

pemerintahan yang demokratis. Dan hal itu sudah seharusnya juga menjadi pola

dalam penyusunan kebijakan publik dan tindakan peiabat publik di Indonesia

dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daearh yang efektif

Can efisien.

H. Asas-Asas Pembentukan Peraturatr Perundang-Undangan

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk perahrran perundang-

undangan yang masuk dalam kategori produk hukum daerah, Menurut

Montesquieu terkait denBan peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar hukum pengaturan, hal penting harus diperhatikan adalah

pembentukan peraturan pemndang-undangan. 31 Peraturan perundang-

undangan yang baik merupakan peraturan perundang-undangan yang

penbentukannya didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang baikHal ini sesuai dengan pendapat Maria

Farida Indrati bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-

30 Ann Seidmai, e:.a1., Pengusunan Rancangorl Undang ufidaw Dalam
Perubahan Mosgarakat gang Demokratis, rerjema,han Johanes Ustunan dkk,
Prcyek ELIPS, Jakarta, 2001, ha.l. 8

rr Montesquieu, Tie STia t of Lo$, Uaivercity ot Califomia Press, t 977 diteq emalkan oleh
N,1. Khoiril Anam, Daral ralat 1 1u Hutun dan lln! Polrrt, Nusamedia, Ba.dug,2007, h.
3a;1.
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undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik32

Asas-asas umum pembentukan perafu ran perundang-undangan yang

baik fteginselen van behoorlijke wetgeving) adalah asas hukum yang

memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke

dalam bentuk daB susunan yang sesuai, bagi penggunaan metoda

pembentukan yang tepat, dan mengikuti proses dan prosedur

pembentukanya yang telah ditentukan.33 Berkaitan dengan dengan asas-

asas yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik, Van der Vlies telah membagi dalam dua asas, yakni

asas-asas fornal dan asas-asas materiil.

Asas-asas yang formil meliputi i het beginselen van duidelijke

doelstelling, beginsel von juiste orgaan, het noodzakelijkheids beginsel, het

beginsel van uitvoerbaarheid, het beginsel von cohsensus. (asas tujuan yang

jelas, asas organ )€ng tepat, asas urgensi, asas kemungkinan

pelaksanaan,asas konsensus).

Selanjutnya asas-asas yang materiial melipvli I hetbeginsel duidelijke

terminologie en duidelijke systematiek het beginsel van de kenbaarheid, het

rechtsgelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheiL het beginsel van de individuele

rechtsbedeling.34 (asas terminology dan sistematika yang ielas, asas

kemudahan untuk diketahui, asas kesamaan hukum, asas kepastian hukum,

Asas penerapan-hukum yang khusus].

:'zMana Farirta Indrati, /lz Petundd\g undangaA (Proses don Teknik Penhudtohya) B\tkt)
2, Kmsius,2007, h. 226.

rr Hamid Attamimi, Perunan Kepurusan Presiden lrulotesid Dalad Pe ),elekggo.dan
Peneintah Negara, Disertrsi, UniveNitas Indonesia, Jakarta, 1990, h 313. Lihat Yuliandn,
.4saj-Asas Petnbent kan Pe.atura Perundang-tlnda gan vang Baik Daian Rangka Penbuatan
Lhdung-Untiary vong Betklonjutan. 2OO7 , h. 22.

3\utiandri,lso-,4so Pez hentukan Peraturan Peruadang-urulangaa Iang Baik Dalan
Rdnsko PenhMtan Unrlang-U"datg vary Bokzlatjubn 2OO7,h.22. L1h^t Van der Vlies I.C.
H.t Wetsbegnp en Reginseleh wn Behoo ijke Regelgeving, vucA\liteevenjB-v.S-
Gravenhase. Lihat Juga Linlls Doludjawa (alit Bahzsa), B1rtu Pesansan Peancans Peraturan
Perrnddns- dnagan, Diekorat Jenderal Perarurin Perundang-undangan Departemen Hukum
de, Hak Arasi Mdusia zu Jatarta,2005. h 258-307-
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undanga4 maka pembentukan

peraturan perundang-undangan di Indonesia harus didasarkan pada asas

formil dan materiil yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undan8-

Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tujuan pembentukan UU Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan ini adalah memenuhi kebutuhan

masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik dapat

dilaksanakan. Terhadap kebutuhan tersebut perlu dibuat peraturan

mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan

dengan cara dan metode yang pasti, bakq dan standar yang mengikat

semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundan8-

undangan.

) Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang

baik (beginselen van behoorlijke wetgeving) menurut Van der

Vlies, telah banyak mempengaruhi rumusan sebagai dasar hukum

dan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam

membentuk peraturan perundang-undangan di lndonesia.

I. Kaiian Empiris

Secara geografis Surabaya secara geografis berada pada 07"09'00" -
07"21'00" Lintang Selatan dan 112"36-- 172"54' Bujur Timur. Luas wilayah

Surabaya meliputi daratan dengan Iuas 350,54 km'z dan lautan seluas

190,39 km'z.

Kondisi geologi Kota Surabaya terdiri dari Daratan Alluvium; Formasi

Kabuh; Pucangan; Lidah; Madura; dan Sonde. Sedangkan untuk ulayah

perairan, Surabaya tidak berada pada jalur sesar aktif ataupun berhadapan

langsung dengan samudera, sehingga relatif aman da bencana alam.

Berdasarkan kondisi geologi dan wilayah perairannya, Surabaya drkategorikan

ke dalam kawasan yang relatif aman terhadap bencana gempa bumi maupun
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tanah amblesan sehingga pembangunan infiastruktur tidak memerlukan

rekayasa geoteknikyang dapat menelan biaya besar.

Topografi

Sebagian besar wilayah Surabaya merupakan dataran rendah yaitu 80,720/o

dengan ketinggian antara -0,5 - 5m SHVP atau 3 - B m di atas permukaan laut,

sedangkan sisanya merupakan daerah perbukitan yang terletak di wilayah

Surabaya Barat (12,77o/o) dan surabaya selatan (6,52ok). Di wilayah Surabaya

Selatan terdapat 2 bukit landai yaitu di daerah Lidah dan Ga,'ungan yang

ketinggiannya antara 25 - 50 m di atas permukaan laut dan di wilayah Surabaya

Barat memiliki kontur tanah perbukitan yang bergelombang. Struktur tanah di

surabaya terdiri dari tanah aluvial, hasil endapan sungai dan pantai, dan di

bagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi. Di Surabaya

terdapat kali mas, )€kni satu dari dua pecahan sungai brantas. Kali Mas adalah

salah satu dari tiga sungai utama yang membelah sebagian wilayah Surabaya

bersama dengan Kali Surabaya dan Kali Wonokromo. Areal sawah dan tegalan

terdapat di kawasan barat dan selatan kota, sedangkan areal tambak berada di

kawasan pesisir timur dan utara.

Letak Kota Surabaya yang sangat sEategis berada hampir di tengah wilayah

Indonesia dan tepat di selatan Asia menjadikannya sebagai salah satu kota

penring bagi kegiatan perdagangan di Asia Tenggara, Sebagai kota metropolitan,

Surabaya menjadi pusat kegiatan ekonomi, keuangan, dan bisnis di daerah Jawa

Timur dan sekitarnya. Sebagai salah satu pusat perdagangan, Surabaya tidak

hanya menjadi pusat perdagargan bagi wilayah Jawa Timur, namun iuga

memfasilitasi wilayah-wilayah di |awa Tengah, Kalimantan, dan kawasan

lndonesia Timur. Surabaya dan kawasan sekitarnya mempakan kawasan yang

paling pesat pembangunan ekonominya di iawa Timur dan salah satu yang

paling maju di Indonesia. Selain itu, Surabaya juga merupakan salah satu kota

terpenting dalam menopang perekonomian Indonesia. Sebagian besar
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penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Surabaya

adalah pusat perdagangan yang mengalami perkembangan pesaL

Dinas Perizinan kota Surabaya sebagai UPTSA mempunyai kewenangan

fKepala UPTSA] adalah sebagai berikut,

1. Merencanakan kegiatan di bidang perizinan / Rekomendasi / Surat

Ketearangan

2, Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah ISKPD]

lain yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan peizinan /
Rekomendasi / Surat keterangan

3, Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang

perizinan / rekomendasi / Surat Keterangan

4. Menetapkan kebijakan dan pengembangan program pembangunan

UPTSA sesuai dengan visi misi UPTSA

5. Membina, menggerakkan dan memberdayakan sumber daya aparatur

dalam rangka peningkatan kinerja

5. Mengarahkan dam memberi petunjuk dalam rangka mengembangkan

sistem, metode dan telmis pelayanan serta pemanfaatan sumber daya

UPTSA

7. Memonitor dan meDgevaluasi pencapaian dan realisasi program

8. Meneliti, menyempurnakan dan menandatangani dokumen-dokumen

UPTSA

9. Memimpin rapat internal atau rapat koordinasi dengan instansi terkait,

dalam rangka pelaksanaan tugas

10, Memastikan kebijakan mutu dikomunikasikan dan dipahami dalam

organisasi

Sedangkan jenis pelayanan UPTSA dibagi menjadi 2 yakni perizinan dan

non perizinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perizinan

1. Surat Keterangan Rencana Kota Untuk Non Rumah Tinggal, Luas Tanah <

1000 m2
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2. Surat Keterangan Rencana Kota Sudah Ada Perencanaan (SAP] Untuk
Rumah Tinggal, Luas Tanah > 200 m2

3. Surat Keterangan Rencana Kota Untuk Non Rumah Tinggal, Luas Tanah <

1000 m2
4. Surat Keterangan Rencana Kota Belum Ada Perencanaan (BAP) Dan Non

Runah Tinggal, Luas Tanah > 1000 m2
5. Site Plaq Replanning Perubahan Peruntukan
5. IMB Rumah Tinggal < 2 Lantai, Luas Tanah < 200 m2

7, IMB Non Rumah finggal ( melalui proses bintek terlebih dahulu)
B. IRB Rumah Tinggal Dan Non Rumah Tinggal

9. Ijrn Mendirikan Rumah Ibadah

10. Ijin Gangguan (HOl (Permohonan BaruJ

11.ljin Gangguan (HOl (Daftar Ulang)
12. Ijin Gahgguan (HO) (Pengalihan Hakl
13. Ijin Atas Pemakaian Tanah Sempadan Baru/Baliknama/Pelimpahan/Per-

panjangan

14. Peresmian Ijin Sewa Tanah
15. Pemutihan ljin Sewa Tanah
16. Perpanjan8an Ijin Pemakaian Tanah
i7. Pen8alihan Hak/Balik Nama Ijin Pemakaian Tanah

18. ijin Perusahaan Pengambilan Air Bawah Tanah

19.ljin Usaha Perusahaan Pengeboran Aii Bawah Tanah

20.ljin Perpanjangan Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah

21. Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah

22.ljin Pen8ambilan Air Bawah Tanah (Untuk Sumur Borl
23.ljin Pengambilan Air Bawah Tanah (Untuk Sumur Gali)

24. Ijin Perpanjangan Pengambilan Air Bawah Tanah untuk Sumur Gali

25.ljin Explorasi Air Bawah Tanah

26. Ijin Perpanjangan Eksplorasi Air Bawah Tanah
27.ljin Pembuangan Ai( Limbah
28. Ijin Penyelen8garaan Pameran Skala Lokal
29. Ijin Penyelenggaraan Pameran Skala Regional

30. Ijin Penyelenggaraan Pameran Skaia Nasional & lnternasioEal
31. Ijin Penyelenggaraan Tempat Parkir
32. Surat Ijir Usaha Perdagangan [SIUP)
33. Ijin Usaha Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

34.Ijin Usaha Jasa Konsultasi Perencanaan & Pengawasan Pekeriaan
Konsultasi

35. Ijin instalasi Lisrrik
36. Ijin Instalasi Penyalur Petir
37. Ijin Pengangkutan |enazah/ Kerangka
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38, Ijin Perabuan Jenazah /Reran9ka
39, Ijin Pemindahan lenazah/Kerangka
40. Tanda Daftar Industri ITDI]
41. Tanda Daftar Gudang [TDG) [> 100 m2J

42. Ijin Pembuangan Limbah Cair
43. Ijin Usaha Showbiz (Per jukan hiburan Umum)
44. Ijin Usaha Bersyarat
45. Pelayanan Pendaftaran Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya
46. Pelayanan Ijin Pemanfaatan Bangunan dan/atau Cagar Budaya

47. Pelayanan ljin Pemugaran Bangunan dan/atau Cagar Budaya
48. Ijin Penyelenggaraan Reklame
49. Ijin Mendirikan Bangunan Menara diatas Bangunan [rooftopJ
50.ljin Mendirikan Bangunan Menara diatas Permukaan tanah I Green

Field)

b, Non Perizilan

1. Surat Keterangan Pencari Kerja (Kartu KuningJ
2. Surat Tanda Pendaftaran ISTPJ Orsos, Yayasan, LSK-UKS

3. Rekomendasi Pengalihan Hak
4. Rekomendasi Bank
5, Rekomendasi IMB
6. Rekomendasi Bantuan Organisasi Sosial

7. Rekomendasi Bantuan Tempat Ibadah
B. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (RUGBI

9. Pemberitahuan Keberadaan Ormas, LSM dan Yayasan

10. Surat Keterangan Terdaftar (SKTI Orkemas

Standar Pelayanan Perizinan Di Dinas Perizinan Kota Surabaya

Sebagai organisasi layanan publik milik Pemerintah Kota Surabaya, Unit

Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSAI selalu berupaya untuk meningkatkan

performa pelayanan di bidang perijinan dan non perijinan serta melakukan

inovasi dalam rangka perbaikan dan optimalisasi pelayanan Unit Pelayanan

Terpadu Satu Atap IUPTSA) diharapkan dapat melayani kepentingan

masyarakat dalam mengurus perijinan dengan baik, yang digunakan pada

p.insip-prinsip pelayanan publik yaitu kesederhanaan prosedur, kejelasan,

kepastian wakhr, akurasi keamanarL tanggung jawab, kelengkapan sarana dan
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prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta

kenyamanan.

I. Kaiian Terhadap Implikasi Penerapan Rancangan Peraturan Daerah

Berdasarkan hasil kajian tentang Penyelenggaraan Perozinan di Kota

Surabaya dinyatakan bahwa di Kota Surabaya telah ada beberapa produk

hukum daerah yaloi sebagai berikut,

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tehtang

Penyelenggaraan Usaha di bidang Perdagangan dan Pe ndustrian

(Lembaran Daerah Kora Surabaya Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan

Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1J;

2. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diubah

dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016

Tertang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada hakekatnya pengaturan tentang penyelenggaraan perizinan di Kota

Surabaya masih sektoral dan belum ada pengaturan secara khusus dalam

produk hukum daerah, sehingga hal ini akan menimbuikan celah hukum dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang

Pemei:intahan daerah (selanjumya disebut UU No, 23 Tahun 20141 membawa

pergeseran paraCigma dalam penyelenggaraan pemedntahan daerah. UU

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemedntahan Daerah membawa beberapa

perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di

daerah. Salah satu perubahan tersebut adalah perubahan kewenangan

penyelenggaraan urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan, yaitu

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
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Kabupaten/Kota. Hal iri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 23 t3hun

2014 ientang Pemerintahan Daerah.

Pasal 5 UU No, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Ayat [1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan
absolut urusan pemerintahan konkuren, dan urusan
pemerinl.ahan umum.

Ayat [2J Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

Ayat (3J Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud
pada ayat (1J adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota.

Ayat (41 Urusan pemeriDtahan konkuren yang diserahkan ke Daerah
menjadi dasar pelaksanean Otonomi Daerah.

Ayat (5J Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud padr
ayat [1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam hal terdapat perubahan pengaturan pembagian urusan

pemerintahan, yang sebelumnya dalam Undang-Undang No, 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah mengatur Urusan peme ntahan dibagi atas

umsan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Urusan pemerintah

daerah yang dibagi atas urusan wajib dan pilihan. Adapun Urusan Pemerintah

Pusat dapat dilimpahkan sebagian urusannya kepada perangkat Pemerintah

Pusat atau wakil Pemerintah Pusat di daerah atau dapat menugaskan kepada

pemerintah daerah. Sedangkan dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah mengatur Urusan pemerintahan dibagi atas Urusar

absolut yaDg diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Urusan pemerintahan

konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Pro\rinsi

dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Atas hal tersebut UU No.23 Tahuir

2014 membana konsekuensi pada perubahan kewenangal urusan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terkait dengan regulasi
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eksisting penyelenggaraan perizinan di Kota Surabaya perlu dilakukan

peninjauan ulang untuk sinlaonisasi dan harmonisasi dengan peraturan

perundang-undangan di atasnya.

Terbentuknya Rancangatr Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan

perizinan yang pen,,usunannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: mewujudkan

penyelenggaraan perizinan daerah sesuai tultutan perkembangan dan tuntutan

normatif sesuai peraturan perundang-undangan; meningkatkan kinerja untuk

melaksanakan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efesien;

memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan

dalam wilayahnya dan responsif terhadap perkemban8an zaman dan tuntutan

masyarakat yang makin beragam.
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BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATUMN PERUNDANG.UNDANGAN

TERKAIT DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Secara substantif, materi3s peraturan perundang-undangan

sebagaimana tersebut daiarn kajian ,,uridis di atas yang berkai[an dengan

penyeienggaraan perizinan adalah sebagaimana terurai di bawah ini.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 1 angka 1 : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk
Republik.

Pasal 1 angka 3 : NeBara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 18

Ayat [1] Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyri
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Ayat [2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerinrahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan.**)

Ayat (3) Pemerintahan daerah provinsi, daeral kabupaten, dan kota
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum."

Ayat [4J Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kora dipilih secara
demokratis."

Ayat (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seiuas-luasny4
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**l

Ayat [6J Pemerintahan daerah berhak menetapkan peratlrran daerah dan
peraturan-peraturan Iain untuk melaksanal<an oionomi dan tugas
pembantuan.*" l

3s Dalam Naskah ini tidak semua maieri terkait dengan pajak penerangan jalan .iipapekan.
nelainla. lebih mengutamakan maleri yang secara lan-qsrng meryatur pajak penerangan jalan atlu
nerupakan operionaljs6i dan kebijakan di bidang pemunsutan pajakpenmDsan jala
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Penjelasan UUD NRI Tahun 1945, wilayah negara Indonesia akan dibagi
menjadi daerah Provinsi, kemudian provinsi akan dibagi pula menjadi
daerah kabupaten dan kota. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau
bersifat administrasi belaka dimana semuanya menurut aturan yang
ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal

Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas pemberian otonomi yang

seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara

kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan

negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh

karena ihr, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung

jarvab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan

Pemerintah Pusat Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan

merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahah Nasional. Sejalan dengan itu,

kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral

dari kebilakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana

memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya sain& dan kreativitas Daerah

untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pacia gilirannya

akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

B. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tenlang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dqn Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahu[ 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Pasal 1 angka 6:
Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang
menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum,
untuk mewuiudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme.

Asas Umum Penyelenggaraan Negara
Pasal3:

Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi:
1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
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3. Asas Kepentingan Umum;
4, Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas, dan
7. Asas Akuntabilitas.

K€tentuan UU No. 28 Tahun 2009 menegaskan bahwa dalam

penyelenggaraan pemeritaha[ daerah khususnya dalam penyelenggaraan

perizinan sesuai dengan kewenangal daerah berbasis urusan pemerintahan

sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah harus bersandarkan pada asas umum penyelengga!.aan negara

dalam rangka mewujtdkan asas good govemance.

C. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Pasal 1 anpka 1:

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disedialan oleh
penyelenggara pelayanan publik

Pasal 4 :

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskanr
a. kepen6ngan umumj
b. kepastian hukum;
c. kesamaan hak;
d. keseimbangan hak dan kewajiban;
e. keprofesionalan;
f. partisipatifj
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. keterbukaan;
i. akuntabilitas;
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. ketepatan waktu; dan
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
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Pasal6:
(1) Guna menjamin kelalcaran penyelenggaraan pelayanan publik

diperlukan pembina dan penanggung jawab.
[2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat [1) terdiri atas:

a. pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau
yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya;

b. gubernur pada tingkat provinsi;
c. bupati pada tingkat kabupaten; dan
d. walikota pada tingkat kota.

Pasal T:

(1) Penanggung jawab adalah pimplnan kesekretariatan lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau peiabat yang
ditunjuk pembina.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka keterkaitan antara UU

No. 25 Tahun 2009 dengan Perda Penyelenggaraan Perizinan yakni

penyelenggaraan perizinan sebagai bagian dari pelayanan publik harus

sedasar dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik. Asas tersebut

selaras dengan asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang No.28 tahun 1999 dan asas penyelenggara

peme ntahan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang

D, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentatrg Pembentukan
Peraturan Penmdang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82);

Bahwa asas yang digunakan peraturan daerah selaras dengan asas dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

Pasal 5

[1] Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus
mencerminkan asas:
a, pengayoman;
b. kemanusiaaU
c, kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ikaj
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g. keadilanj
h. kesamaan kedudukan dalam hukum danpemerintahani
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Bahwa keterkaitan antara UU No. 12 Tahun 2011 dengan Perda

Penyelenggaraan Perizinan adalah asas yang terkandung dalam muatan

materi peraturan peraturan perundang selaras dengan asas yang mendasari

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya teltang Penyelenggaraan

Perizinan.

E. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587J,
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5579)

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah menggunakan p nsip otonomi seluas-iuasnya

dalam arti daerah diberikan kewenalgan mengutus dan mengatur semua

uiusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusal Sesuai

dengan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan

bahwa pembagian urusan pemerintahan dibedakan menjadi 3, yaitu :

1, Urusan Absolut;

2. Urusan Konkuren;

3. Urusan Pemerintahan Umum.

Urusan absolut merupakan kewenangan pusat, sedangkan yang dapat

dibagi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah urusan konkuren dan

urusan Pemerintahan umum.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya
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menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan

pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan

pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Waiib dan

Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah

provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam

Urusan Pemenntahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan

Peherintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan

Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar

Pelayanan Minimal [SPM) untuk meniamin hak-hak konstitusional

masyarakaL

Pembagian umsan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi
dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Peme ntahan
sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup
Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan
Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-
masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat
hubungan anrara Pemerintah Pusat, Daerah pro\.insi dan Daerah
kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK
yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. (Penjelasan Umum angka 3 UU No.
23 tahun 2014J

Urusan pemerintahan umum menjadi kerarenangan Presiden sebagai
kepala peme ntahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila,
Undan8-tlndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan lrang serasi berdasarkan
suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan
berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis.
Presiden dalam pelaksanaan umsan pemerintahan umum di Daer3h
melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi
dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerinrahan
kabupaten/kota. (Penjelasan Umum angka 3 UU No. 23 tahun 2014J

Pasal 1 anska 23:

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD

dalam penyelenggaraa[ Urusan Pemerintahan yang meniadi
kewenangan Daerah.

Bagian Kesatu Klasifikasi Urusan Pemerintahan
Pasal 9
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ayat (1J Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahaII absolut,
urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan
umum.

Ayat [2] Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat

[1J adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat

Ayat (31 Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada

ayat [1] adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota.

Ayat [4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah
menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. [5) Urusan
pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Urusan Pemerintahan yang men;adi kewenangan
Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Bagian Kedua Urusan Pemerintahan Absolut
Pasal 10 :

Ayat [1J Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2J meliputir a. politik luar negerij b. pertahanan; c.

keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f.
agama.

Ayat [2J Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut
sebagaimana dimaksud pada ayat [1J, Pemerintah Pusat: a.

melaksanakan sendiri; atau b. melimpahkan wewenang kepada
Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai

wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Bagian Ketiga Urusan PemerintahaB Konkuren
Pasal 11 :

Ayat (11 Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam
Pasal 9 ayat [3] yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
Ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Ayat (3) Urusan Peme ntahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan
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Pemerintahan Waiib yang sebagian substansinya mempakan
Pelayanan Dasar,

Pasal 12 :

Ayat [1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11 ayat [2J meliputi:
a. pendidikan;

b. kesehatanj

c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan

masyarakat; dan i sosial.

Ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2) meliputi:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

c. pangan;

d. pefianahan;

e. Iingkun8an hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipilj
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubunganj
j, komunikasi dan informatika; k, koperasi, usaha kecil, dan

menengah;

l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;

n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan

r. kearsipan,

Ayat (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat [1] meliputi:
a, kelautan dan perikanan;

b. pariwisata;
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c. Pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;

g, perindustrian; dan
h. transmigrasi.

Pasal 13 :

Ayat [1] Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara PeIherintah
Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimakud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada
prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta
kepentingan stlategis nasional.

Ayat [4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadj kewenangan
Daerah kabupaten^ota adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah

kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah

kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya

hanlza dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya

lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah
kabupaten/kota.

Pasal 14 :

Ayat flJPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan,
kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

Ayat [2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (11 yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan
raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota,

Ayat [3J Urusan Peme ntahan bidang energi dan sumber daya mineral
sebagaimana dimaksud pada ayat (1J yang berkaitan dengan
pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan
Pemerintah PusaL

Ayat [4] Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral
sebagaimana dimakud pada ayat [1] yang berkaitan dengan
pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah
kabupaten/kota meniadi kewenangarI Daerah kabupaten/kota.
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Ayat [5] Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil
mendaDatkan bagi hasil da penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11.

Ayat (6) Peneltuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk
penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang
berada dalam batas wilayah 4 (empatl mil diukur dari garis
pantai ke arah lautlepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Ayat [7] Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat [5] kurang dari 4 [empat) mi], batas
wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan
prinsip garis tengah dari Daerah yangberbatasan.

Pasal 17
Ayat [1]

Ayat (2)

Daerah berhak menetapkan kebiiakan Daerah untuk
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang meniadi
kewenangan Daerah.

Daerah dalam menetapkan kebiiakan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), waiib berpedoman pada
lorma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah PusaL
Dalam hal kebiiakan Daerah yang dibuat dalam rangka
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang meniadi
kewenangan Daerah tidak mempedomani norma,
standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat [2), Pemerintah Pusat membatalkan
kebiiakan Daerah sebagaimatra dimaksud pada ayat (1).

Apabila dalam jangka waktu 2 (dual tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat [5) Pemerintah Pusat trelum
menetapkan nofina, standar, prosedur, dan kriteria,
penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Ayat [3J

Ayat (4)

Penyelenggaraan pemerintahan sejak dilakukan perubahan dari

sentralisasi menjadi desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 yan9 terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 TahvrL 2014

tentang Pemerintahan Daerah, secara mendasar telah membawa perubahan

pada sistem pemerintahan di Daerah.

Bahwa Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201,i tentang

Pemerintahan Daerah, menentukan pembagian urusan pemerintahan konkuren

aniara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daeral Kabupaten/Kota,
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yang akhir mempengamhi perubahan pada perangkat daerah di Daerah.

Pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan,

jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas

sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah melalui

perangkat daerah, Maksud ketentuan dalam UU No.23 Tahu 2014 tentang

Pemerintahan Daerah untuk mendorong daerah membuat orga[isasi perangkat

ciaerah yang rasional dan objektif disesuaikan dengan dinamika dan potensi

yang dimiliki oleh masing- masing daerah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas ketentuan Undang-Undang Nomor 23

?ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur secara jeias

keu,'enangan peme ntahan daerah, hal ini mengingat pengk4ian mengenai

umsan pemerintahan selalu berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang

nrenjadi hak dan kewajiban dari setiap tingkatan dan/atau susunan

pemerintahan dalam mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi

kewenangannya tersebut. Besar kecilnya kewenangan ini selanjutnya

bedmplikasi pada besar kecilnya beban kerja yang dimiliki oleh daerah unt'rk

kemudian diakomodasi dalam kelembagaan Pemerintah Daerah tersebul Oleh

karenanya untuk melakukan penataan perangkat daerah, harus diperhatikan

kaitannya urtuk memahami kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah,

F. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s601)

Ketentuan Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningiGtkan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam
menggunakaD wewenang harus mengacu pada asas-asas uirum
pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan
pemerintahaL pengaturan mengenai administrasi pemerintahan
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diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan pelindungan

, hukum, baikbagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahanj

c, bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bai\ khususnya bagi
pejabat pemerintahan, undangundang tentang administrasi
pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan tsuna
mendasari keputusan dan/atau tindakan peiabat pernerintahan untuk
memenuhi kebutuhan hukum masyarakat daiam penyelenggaraan
pemerintahan;

KEWENANGAN PEMERINTAMN
Bagian Kesatu Umum
Pasal B

Ayat [1] Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan
dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau pejabat
Pemerintahan yan g berwenang.

Ayat(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan
Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-
undangan; dan b. AUPB.

Ayat[3] Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan
Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan.

Atas hal tersebut keterkaitan antara UU No. 30 Tahun 2014 dengan

Raperda Penyelenggaraan Perizinan adaah sistem dan prosedur

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pernbangunan sedasar dengan

undang-undang. Di samping itu salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau

Pejabat PemerintahaE Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait

dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemedntahan.

g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal

Pasai 25

(1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di lndonesia harus sesuai

dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.

(2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang

berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3)

(4)

Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk

perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.

Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib

memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari

instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-

undang.

(5) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu

satu pintu.

Pasal 26

(1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penaham modal dalam

memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai

penanaman modal.

(2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang

berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau

pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan

perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang

berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau

kabupatenikota.

(3) Ketentuan mengenai iaia cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraluran Presiden.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Periiinan Terpadu di Daerah, perlu

diatur penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

?asal2

(1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perijinan

dibentuk unit pelayanan perijinan terpadu dengan sebutan Badan atau Kantor.

(2) Pembentukan Badan atau Kantor ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

dengan berpedoman pada Peraturan ini.
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BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDTS

Bab ini akan menguraikan tentang beberapa hal yang menjadi basis

dalam pembuatan naskah akademik yang nantinya digunakan sebagai dasar

bagi rancangan peraturan daerah. Secara limitatif, landasan tersebut sudah

ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang meliputi landasan

filosofis, landasan sosiologis, dan landasan ,.uridis. Baik Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undnagan maupun

Peraturan Menteri Dalam Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan dalam Iampirannya bahwa

landasan-landasan tersebut haruslah terintegrasi dalam sistematika naskah

akademik.36

Landasan filosofis memuat tentan8 reasoning yang digali dari pandangan

hidup bangsa, kesadaran, cita hukum, suasana kebatinaL serta falsafah yang

bersumberkan pada Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.37

Disisi lain terdapat landasan sosiologis, Landasan sosiologis memuat hal hal

yang berkenaan dengan fakta bahwa suatu peraturan dibentuk pada prinsipnya

untuk merealisasikan kebutuhan rakyat.38 Kebutuhan ini bisa tergambarkan

melaiui perkembangan masyarakat yang didapat dari hasil kajian secara

sosiologis. Terak4rir, terdapat landasan lruridis yang memuat substansi tentang

keberadaan peraturan perundang undangan yang terkait dengan materi yang

dibahas dalam rupetda (existing law) ,3e Dalam landasan ,'uridis, akan ditakar

keberadaan suatu peraturan perundang undangan dari sisi ketersediaan

[availability), relevansi serta implementasi. Dari sisi ketersediaan, apakah

memang sudah ada peraturan perundangan setingkat Kota Surabaya yang

r" Lampiran I UU l2l201I tedzng Pembentr*{ Pemndangu aagan pada bagian sistematika naskah

akadedk dan lampiran II Pemerdagn 80/2015 tentang Pembentukan Produl Hukun Daerah pada

b-agian sisremarika naskah akademik
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men8atur jalan?. Selanjutnya akan

tersebut relevan baik dilihat dari

Terakhir, akan dilihat apakah suatu

atau tidak

ditelisik lebih jauh lagi apakah aturan

aspek materi maupun dari hirarkinya.

peraturan tersebut masih efektif berlaku
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BAB IV

IIINDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YT'RIDTS

A. Landasan Filosofis,

Dalam konteks negara hukum, terdapat 4 ciri yang harus tercermin

dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaknii asas legalitas, perlindungan

hak asasi manusia, pembagian kekuasaan dan tanggung iawab pemerintahan.

Sebagai negara hukum maka penyelenggaraan pemeri[tahan harus

menunjukkan ciri-ciri tersebut Salah satu bentuk pelayanan publik yang

penting adalah penyelen88araan perizinan. Perizinan berperan sebagai

instrumen pemerintah dalam upaya memberikan kepastian hukum,

pemberdayaan ekonomi, pengawasan, pengendalian dan perlindungan

masyarakat.

Pada dasarnya, perizinan memiliki beberapa fungsi dan tujuan yaiori;

fungsi sturen fmengendalikan] kegiatan atau aktivitas-aktivitas tertentu;

mencegah bahaya bagi lingkungan; melindungi objek-objek tertentu;

membagi benda-benda yang sedikit; memberikan pengarahan, dengan

menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas. Dalam menjalankan fu ngsi

dan tujuan perizinan, pemerintah sudah pasti akan bersentuhan dengan hak-

hak masyarakat Hak-hak masyarakat itu terkait dengan hak asasi manusia

rnaupun kepastian hukum, dimana terjaminnya kepastian hukum akan

berbanding lurus dengan perlindungan hak asasi manusia. Bagi pemegang

izin, izin merupakan dasar untuk menikmati beberapa hak sekaligus

kewajiban yang melekat pada izin- Sedangkan bagi pemerintah, izin adalah

sarana kontrol terhadap pelaksanaan kewenangannya. Deogan fungsi

tersebut, maka dalam penyelenggaraan perizinan harus terefleksikan ciri

negara hukum sebagaimana yang dijelaskan di paragraf sebelumnya.
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B. Landasan sosiologis,

Kelemahan penyelenggaraan perizinan yang sedngkali ditemui

adalah pelayanan yang buruk yang penuh dengan ketidakpastian baik dari

segi waktu maupun biaya. Praktek ini tidak bisa dipungkiri dapat

mengundang penyelenggaraan yang tidak akuntabel yang pada gilirannya

menjadi pemantik korupsi di pemerintahan. Di sisi lain, penyelenggaraan

perizinan yang buruk akan berimplikasi pada inefisiensi dan lesunya

investasi. Dalam nawa citanya Presiden Joko Widodo menekankkan

pentingnya penyelenggaraan perizinan yang cepat untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan

perizinan, penting ba8i peme ntah untuk memahami bahwa dalam konsep

pelayanan prima yang modern menuntut inovasi-inovasi pelayanan. Dalam

hal ini peme ntah tidak seharusnya memposisikan diri superior terhadap

masyarakat, sebalilcrya, pemerintah harus menunjukkan terobosan

pelayanan dengan memaksimalkan teknologi, sosial media Can tidak ragu

mengubah kiultur pegawai negeri untuk menciptakan pelayanan yang lebih

dekat dengan masyarakat. Hal ini berarti pelaksanaan asas-asas umum

pemerintahan yang baik harus lebih dari sebatas tertulis dalam regulasi

namuri diimplementasikan hingga dalam penyelenggaraan tiap jenis

pelayanan pubiik.

Landasan Yuridis,

Ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 befimplikasi pada

perubahan peta pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah yang sebelumnya menggunakan teori residu

meniadi pembagian urusal pemerintahan yang lebih terperinci. Oleh

karenanya perlu dilakukan pelyesuaian penyelenggaraan pelayanan publik

sesuai dengan pembagian kewenangan sebagaimana tercantum daiam

lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

c,
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Selanjutnya, selain dalam rangka merespon kebutuhan hukum mengenai

dasar penyelenggaraan perizinaq pengaturan ini juga dibuat dalam rangka

rnelaksanakan pendelegasian pengaturan sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal; Pasai 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 2 Peraturan

Mente Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, perlu diaur

penyeienggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
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BAB V

IANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATER]

MUATAN PERATURAN DAEMH

A. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian

istilah, dan ftasa;

1. Daerah adalah Kotd Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemeriltah Kota Surabaya yang terdiri atas

Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Surabaya.

4. Deu,an Penvakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya

5. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menangani urusan

perizinan.

6. Satuan Keria Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah

pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai da

tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk

pelayanal mela]ui satu pintu.

8. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah Daerah.

9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,

baik oleh penanam modal dalam negeri rnaupun penanam modal asing,

untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang

melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal

dalam negeri dan penanam modal asing.

11. Izin adalah keputusan tata usaha negara yang diberikan kepada
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72.

13.

74.

15_

seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan

dasar keabsahan daiam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh

Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas

flskal, dan informasi sesuai den8an ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penyelenggara penzinan adalah Walikota beserta SKPD yang mendapat

pendelegasian wewenang.

Pendele8asian wewenan8 adalah penyerahan tugas, hak, kewa;iban,

dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk

penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajibarl dan

pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk

penandatanganannyd atas nama penerima wewenang.

Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah

pelayanan Perizinan dan NonperiziDan yang diberikan melalui PTSP

secara elektronilc

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan lnvestasi Secara Elektronik,

yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem pelayanan Perizinan

dan Nonpedzinan yang terinteBrasi antara Pemerintah yang memiliki

kewenanga Perizinan dan Nonperizinan dengan pemerintah daerah.

Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan

mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat

ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-

undangan.

Sanksi administmsi adalah penerapan perangkat sarana hukum

administrasi yang bersifat pembebanan kewaiiban dan/atau

penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyeleng8ara

17.

76.

18.

79.

20.
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atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan

izin dan/atau peraturan perundang-undangan

B. Materi yang akan diatur;

IBABI KETENTUAN UMUM

BAB II UAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

BAB III

BAB IV SUBIEK DAN OBIEK PERIZINAN

BAB V PENATAAN PERITINAN

BAB VI PENGELOMPOKAN PERIZINAN

BAB VII PERSYAMTAN PERIZINAN

BAB VIII WEWENANG PENETAPAN IZIN

BAB IX PENYELENGGARA PERIZINAN

BAB X STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

BAB XII PEMN SERTA MASYAMKAT

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

C. Ketentuan sanksi

Ketentuan sariksi dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan

perizinan diatut dalam BAB XIV hanya memuat sanksi administrasi dan

tidak memuat sanksi pidana mengingat karakteristik perizinan lebih bersifat

administratif. Sehingga pengaturan sanksi pidana tidak perlu dicantumkan.

FUNGSI PERIZINAN

HAK DAN KEWATIBAN SUBYEK IZIN
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BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasai 43

Aparatur penyelenggara perizinan yang tidak melaksanakan pelayanan

perizinan berdasarkan nilai-nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 dapat dikenakan sanksi adminishasi kepegawaian

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

kepegawaian.

Pasal44

[1) Subyek \zin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 dikenakan sanksi administratii

[2) Sanksi administratif sebagaimana dimakud pada ayai (1J berupa:

a. peringatantertulis;

b. penolakan perpanjangan izin;

c. pembekuan izin; atau d. Pencabutan izin.

{3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat [2] dikenakan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. peringatan tertulis diberikan sebagai peringatan pertama atas

pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;

b. penolakan perpanjangan izin dikenakan kepada pemegang izin

kalsifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewaiiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 hurufe.

c. pembekuan izin diberikan dalam hal subyek izin telah mendapat

peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a namun

tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari;

d. pembekuan izin bersifat sementara dan diberikan untuk waktu

paling lama 3 (tigal bulanj
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e. apabila waktu 3 ftigal bulan sebagaimana dimaksud pada huruf c

telah lewat dan subyek izin tetap tidak melaksanakan kewajibannya

maka diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

[4) Izin yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila

subyek izin telah memenuhi kewajibannya.

(51Subyek izin yang teiah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud

pada ayat [2] huruf c dapat memperoleh Izin setelah memenuhi

kewajiban-kewajibannya.

[6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi

administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

(1J Walikota berwenanB mengenakan sanksi administrasi.

(2) lValikota melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi

administrasi kepada Kepala SKPD/instansi penyelenggara perizinan.

[3] Sanksi administrasi diberikan dengan Keputusan Kepala

SKPD/instansi penyelenggara perizinan setelah mendapat

pertimbangan Tim Pengawasan dan Pengendalian Perizinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasa]41 ayat (3).
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BAB VI

SIMPUI.AN DAN SAMN

A. simpulan

Perizinan merupakan instuumen yuridis dalam pengendalian aktivitas warga

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka

meningkatkan peiayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses

pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat muCah, murah,

transparan, pasti, dan terlangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu

satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan untuk menyatukan

proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan tersebut dilakukan

beberapa kebijakan penghapusan, penggabungan, penyederhanaan, dan

pelimpahan serta yarlg tetap di]akukan terhadap perizinan di Kota Surabaya

untuk melihat sejauh marla perizinan dilaksanakan dengan memperhatikan

aspek kesesuaian dengan peraturan, penilaian terhadap tumpang tindih

persyaratan, tumpang tindih perizinan, dampak terhadap iklim investasi,

darnpak terhadap lingkuflgan, tertib administrasi serta pengaruh terhadap

pendapatan asli daerah.

Saran

Disamping sebagai landasan hukum penyelenggaraan perizinan, tindakan

pemerintah berupa pengaturan dalam perda harus dilengkapi dengan

tindakan pemerintah yang bersifat nyata yang ditujukan untuk

menyelesaikan permasalah kunci dari penyelenggaraan pelayanan publik

Permasalahan yang terkait dengao rendahnya kualitas pelayanan;

rendahnya kualitas penyelenggara layanan; ketiadaan akses bagi kelompok

B.
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rentar seperti penyandang caca! ketiadaan mekanisme komplain dan

penyelesaian sengketa, tidak bisa diselesaikan hanya dengan instrumen

hukum, namun diperlukan terobosan atau inoyasi pe)ayanan yang secara

nyata diupayakan dengan perubahan budaya kerja. Ivlaka, demi

terselenggaranya pelayanan perizinan dibutuhkan kombinasi antara

tindakan pengaturan dan tihdakan materiil yang saling melengkapi
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